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GUBERNUR SULAVdFSI TENGGARA
PERA URAN GUBFRNUR SULAWESI TENGGARA

NoMoR , 2g TAHUN 2010.
TENTANG

T,ATA CARA PELAKSAIAAN PELAV\NA.N TERPADU SA'TU PINTUPENANAIV,AN MODAL DI PROVit,rdi 

'U.^TVESI 
TENGGARA

DENGAN RAHT.,IAT TUHAN YANG ITIAHA EsA
GUBERNUR SULAWESI TENGGP RA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuarr Fasa | 21 ayat (3) peraturanDaerah provinsi 
.s,]1r'u:i r.ngJar" Nomor 3 Tahun 2o1o tentangPemberian rnsentif oan pembuiiln xemuoanan p.n.nrmen Mocar diPro'rinsi suraw_esr 

,l elogara, 
'- 

r"n*gaskan bahwa Tata carapelaksanaan prsp oi bi..iing- penanaman modar ditetapkan derigan
,iiiii:1=",l,i;ii::{:}!i"Tff3;l!,t;t1T*r"1ffi j","Tt#;

penaraman modar sebagairnana dimar<suo r,r*i 
"'u"rt]r.iuu"";i',iLmembant, penanam rnoda'i oatam memperoreh kemudahan perayaran,fasilitas fiscar, o111nio1masi ,r,entenai penan.r., modat dengan caramempercepat, menyede;hanakei petayaninl; meringankan araumerrghilangkan b_iaya penguir.rsan periziian aan iicn perizinan;c' bal'wa berdasarkan pertiib"ngrnG;glr;""};'iir'"Lruo 

huruf a danhuruf b, maka Lr], n'",r"ffian feratu,r"n cuburn* surawesiTenggara tentang. Tafa cap p5atsana"n 
-plr.viian 

rerpadu satuPintu penananan ,nloc;al Oi provinsi Srf"*"rii"iG"rr.
Mengingat : 1' undang-undang Nomcr i3 tahun 1964.tentang penetapan peraturanPemerintah penoganii_rJ16ppg-unoang r'roroi"z'i"nrn 1964 tentangPeml.,en' ut<an Da'erah Tirrgkat "r 5rr",,,i"ri i"rbrn dln Daerah TingkatI sulawesi Tenggara de-ngarr mengubah Undang-undang Nornor 4/Pro. Tarrun tgob-tentarg"p.*b*tukan r)aerah Tingkrt r surawesiutara - Tengah dan Dairan iingkat r suraweri s"rrt.n _ Tenggari,(Lembaran Negara Repubrik rrioonesia- i;;;-isoa N,mor 94,Tarnbahan Lembaran rJegara neputtin tnoonesii' Norno, 26g7);2- Undang-undang Nomor 4j 

-' 
ianun rggg i"nt"ng Kehutanan(Lembaran Negara Repubrik rndonesia Tahun isgs Nomcr 16r,Tambahan Lemb,ararr. Negara Repubrik rndonesia Nomor 3g0s)sebagaimana rerah diubah ijengan unJung-uno""J"r.r"mor 19 Tarru,r2a04 tentang penetapan periuian pernJrintah Fengganti ur:c,ang-Undang Nomor 1 fahun zoa4 tentang perubahan 

"i* undang_UndangNcr:ror 41 Tahun 1999 tentg,'tg K.[utanan me;di uncrang-undang

f';#ff r,-#8:r.[:5ifi Ln*nll 
j"":ixili:li.u",--"'*:

3. Undang-undang Nomor 13 ifi;" 2oo3__Tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara iiepublik lndonesia Tahun "200a l,lorno" 39,rarn oahan Lenn baran Ndg^rlg rrepulr ir< rn,ionesia't{orior 427 9):4' Undang-unciang Nomor g2 ranun 2oa4 terrtang pernerintahan Daerah(Lembaran t't"i"." n"prniil"ino-onesia Tahirn zooa Nomor 12s,Tambahan Lembaran l'legara Republik lndonesia Nonror 4497)sebagaimana telah di':bah oi-. kali ierakhir J""gr.'undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2Ocr8-teniarrg Perubahan kedua iias unoang-undangNlmor 32 Tahun 

,2'oa4 teitang Pernerintan.n 
'oaerarr 

(LembaranNegara Republik lrtdonesia tJnun 200g Nomor s9 TarnbahanLembaran Negara Repub'rik rndonesL r,rnrnoi qaiiii-



5. Undang-uncJang Nonror 25 Tahun 2oo7 tentang penanamar: Modar(Lembaran Negara Repubrrk lndonesia ranun zoar Nomor 63,Tarnbahan Lembararr Negai'a Repubrik tnooneiia Nomor +lzn1;-6. undang-undang Nomor 32 Tahun eooe t,sniang perrindungan danPengeroraan Lingkungan Hidup 1 Lemba;;; - Negara iiepubrirlncionesia Tahun 2009 Nrlmor 14b, Tambanan Lemdaran nilg"r"Republik lndonesia Nomor 5059);
7. Pe'aturan pemerintah No,r,or 6s Tahun zocs tentang pedrman

Perryusun"n qT penerapan s_tandar rti"v"n"n Minimai (t-emoiranI'legara Repr.blik lndonesia Tahun 2005' rrromor 150, T6mii6ndh
Lembaran Negara Repr.rblik lndonesia Nomor +SAS);

8 Pe,'aturan Pemerintah Nomor 3g rarrun zoar tentang pembagian
urusan Femerintahan antara pemerintan, - -pemerintahan 

Daerah
Pro vinsi dan pemeri;rtahan Daerah Kabupaten/Kota (Lemoaian rrrog"r"Republik rndonesia Tahun 2oor Nornor ez,--ia,noahan Lenbaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4137;

I. Pei'aturan pemerintah Nomor 4s rahurr 200g tentang pemberian
lnsentif dan pernberian Ke.mudahan peranaman Modar di Daerah(Lembaran Negara Repub'lik tndonesia nepuUrix inoonesia Tahun z00gNonror 88, r'ambahau Lenrba'an Negara nefuotik rndonesia Nomor4861);

1c. Peraturan Presiden Nornor 2T Tahun 2009 tentang pelayanan
lsrpadu Saiu pintu cli Bidang penanamai, Itlodal;

11. Keputusan Menteri Fendaya!.rnaan Aparatui N"g"r" Nomor 2s rahun
?904 tentang pectomar, umum. _renyusunai rncreks ["pu...nMasyarakat Unit pelayanan lns.iansi penr#intanl

12'Peraturan Daerah provinsi surawesi renggara Nomcr 4 Tahun zoo4tentang Ketentuan Penanaman Modal tnrTestasr oi Frovinsi'5riril"ri
Terrggara;

13. Peraturan Daerah p:ovinsi surawesi r-enggara Nomor 4 Tahun 200gtentang organisasi dan Tata Kerja Dinas piivinsi sulawesi r"ngg"r";
14.Pe'aturan Daerah prcvirrsi sulawesi renggara rrromor 3 Tahun 2010

tentaRg Pemberian lnsentif dan Pernberiii Kernudahan penanaman
Modat di provinsi Sutawesi -lenggara;

lS.Peraturan Gubernur sulawesi Tenggara Nomor 22 Tahurrterrtang Pedclrnar, stanclari.sasi Slrana dan prasarana
Pemerintahan Daerah provirrsi Sulawesr Tenggara.

2009
Kerja

Menetapkan :

tl

IIIEMUTUSKAN :

PERAT!.'R\N GUBERI..IUR TEIJTANG TATA C$A PFL,\KSANAAN
;]ELAYAN.AN TERPADU SA] U PINTU PTruAruNUNru MODAL OI
PROVINSI SUI.AWES I TENGGAR,A.



BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal t

Dalam Peraruran Guberrrur ini yang dimaksud derrgan :

1. Daerah adalah provinsi Sulawesi Tenggara;2, Pemerintah Daeral', adarah Pemerintan-Provinsi Sutawesi Tenggara;3. Gubernrur adaiah Gubernur Sulawesi 'l'enggara;
4' Penanaman Modal adalah segata oeniit kegiatan ffrorl?hdfil morlal, baik olehPenanam Modal .Dalam Negerf maupun Ferraiam Modal ,\sing untuk melakr,:kan

usaha cli Sulawesi Tenggara;

5' Bacan Penanaman Modal Daer:rh selanlutnya disingkat BPMD adalah Badan
Penanaman Modar Daei'ah provinsi surawesi renggara;

6' Pelayartan Terpadu satu Pintu., yang selanjutnya cisingkat pTSp, adalah kegiatanpelaksanaan suatu perizinan dan noi perizinan yang niendapat pendelegasian aiaupelimperhan wewenang dari lemb'aga atau initanli yang memiliki r6*enanganperizinetn dan non perizittan,. yang proses pengeloiirniya oimur"i a;ri' i;F;ppet'mohonafl Sarrlpoi dengan tahap terhitnya d'okumen, yani Oitat ukan dalam satutempat;

7 ' Penanetm Modal adalah oerseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan
Penanetman Modal yang dapat berupa Penanaman Modal Dalam Negeri dan
Penanernran Modal Asing;

8. Persetttjuan Penanaman Modal Dalam Negeri adalah Persetujuan penanaman Modal
beserta fasilitasnya sesuai Peraturan Perurrdang-lrnclarrgan yang berlakri, dan juga
berfungsi sebagai persetujuan prinsip atau rzin Usaha;

9' Persetujuan Penanaman Modal Asing actalalr Persetujuan Penanaman Modal beserta
fasilitasnya sesuai Peraturan Perundang-Undangan yar"tg berlaku, yang bertungsi pula
sebagai persetujuan prirrsip atau iz,rlJsaha;

10" Pendelegasian we\r'enang adaiah pcnyerahan tugas, hak,kewajiban, serta
pertanggungjawaban perizinan Jan nonperizinan, termasuk penandaianganannya
atas nama pemoeri wewenang oleh Gubernur kepada kepala pDppM dengin ;r;;;
yang jelas;

11. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, sertapertanggungjawaban perizinan darr non perizinan, t6rmasuk penandaianganannya
atas nama penerima wewerrang.oleh Kepara BKPM kepada Gubernr.,r sebigairnana
diatur dalam. -pqr?t 30 ayat (g) UndanE,-Undang Nomor 25 Tahun 2O07-terrtang
Penanaman Modal, yang ditetapkan dengarr uraian yang jelas;

'12, Penugasan adalah penyerahan tugas, hak, ,ilewenang, kewajiban, dan
pertanggungjaw-!!'9n, terrnasuk penandatanganannya atas nama-penerima wewenang,
dari Kepala BKPM kepada petnerintah lG5upatenTKota untuk melaksanakan urusaii
pemerintahan di t-ridang penanaman mccJal yang rnenjadi kewenangan Pemerirrtah
berdasarkan hak substilusi, sebagaimana Ciitur-dalam Pasal 30 ay:at (B) Unding-
Undangl Nomor 25 Tahun 2ao7 tentang Penanaman Modal, yang ctiietapiin oengin
uraian yang jelas;



13' Penghubung adalah pejabat pada, Penterintah provinsi, yang ditunluk untukmernbantu penyeresaiair perizinan dan rror, perizinan, memb"ii- intorrasi, fasili.asi,dan kemudahan di bidang penanainair m,:dal yang menjadi kewenangan Gubernur,dengan uraian ttrgas, rrak, wewenang, t<ewalioan] o"r'p"rt"..qgungjawaban yangjelas;

14' .Non P'erizinan adalah segala be;rtuk kernudahan pelayanan, fasilitas fiskal, daninformersi mengenai penahaman rncclal, sesuai r<eienttlan-feraturan perundang-
undangan;

15' lzin adalalr dokumen 
_ 
yang dikeluarkan oleh Penrerintah Daeralr berdasarkanPeratut'an Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalit;rs, menyatakansah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan .snha ataukegiata,n tertentu;

16' Sistertt Pelayanarr lnformasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik, yang
selanjutnya disingkat SplplSE, adalah sistem p,elayanan perizinan den nCInperizittan yang terintegrasi antera BKpM dan kementbrian/LpND yang menri:irikewetlangan perizinan dan nCIn periziitan, PDF PM, dan FDKPM. StanoarKualilikasi prsp di bidang penanaman rnodal;

17 ' Persetujuan Fasilitas Penanatnart Modal acalah persetujuao ffi€Dg€rrai pemborian
fasilitas Penanaman tr4odal fasilitas fiskal Can ,ron fiskal nasional yang difasilita.si oleh
BKPM,

18' lzin Lisaha Periuasan acJalah lzin yang wajib clirniliki oleh perusahaan untuk
melaksar,akan kegiatan produksi komersil atau penannbahan produksi jasa sebagai
pelaksanaan atas surat persetujuan perluasan Per,anaman Modal yerng sebelumnya
telah diperoleh perusal,aan;

19' Pajak Daerah adalah iurarr wajib yang dilakukan cleh perseorangan atau Badan
kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seirnbarrg, yang dapat dipaksakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;

20' Pemberian Kenrudahan adalah penvediaar, fas,litas dari Femerintah Daerah kepada
Penanam Modal untrlK memperrnudah seiiap kegiatan penanarnan modat dalam
rangka mendorong penirrgkatan penaflflrTr€rr modal didaerah;

21' Perangkat Daerah Provinsi bidarrg p€narrErran rnocjar yang selanjurnys disingkat
PDPPM adalah unsur pembarrtu Kepala Daeralr ,Jalam rangka pelaksanaan
pemerintahan Daerah Provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan . masing-
masing pemerintalr Provinsi, yang merryelenggarakan fungsi utanna koordinasi
dibidang penanaman molal di pe"nerintah provinsi



22' Perangkat Daerah Kabupaten/Kola bidang penanaman modal yang selanjutnya
disingkat PDKPM acialah unsur pembantu Kepala Daerah dalam rangka
oelaksanaan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan bentuk yang sesuai
dengan kebutuhan masing-rnasir,g pemerintah Kabupaten/Kota, yanrl
menyelenggarakan fungs; utanra kcordinasi bidang penanaman modal di pemerirrtah
Kabupaten/Kota.

BAB II

TUJUP'N, FUNGS!, RUANG LINGI(UP DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PTSP
Bagian Pnrtalna

Tujuan

Pasal 2

PTSP di bidang penanaman mocjal benuiuarr rrntuk membantu penananr modal cialam
mernperolerh kemudahan pelayanan, fas;litasi fiskal dan informasi mengenai penan;tman
Moda[, derrgan cara mempercepat, menyeclernanakan pelayanan can rneringanllan biaya
perizinan dan non perizinan,

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Fungsi Utama Pelayarran Terpadr-r Satu Pintu dioidang peilanaman modal adalah sebagai
berikut :

a' Mela[<s,anakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penalaman modal di
daerah;

b. Mengkaji dan mengusuikan kebijakan pelayanan penanaman modal rli daerah;
c. Memberikan insentif daerah dan/atatr kernudahan penarraman modal oi daeran;
d. fulembuat Peta penanaman modal provinsi;

e' Mengembangkan peltrang dan Potensi penanaman modal di prcvinsi dengan
memberdayakan baCan usaha;

f . Mempromosikan penanaman modal cli daeralr;
g. t\-4engernbangkan sektor usaha penanaman modai Prcvinsi melalui, pernbinaan

penanaman modal, antara iain meningkatkan kemitiaan, meningkatkan daya saing,
menciptakan persaingan usaha yang setrat, dan rnenyebarkan inforr,rasi yang se luas-
luasnya dalam lingkrrp oelaksanaar penaneman modar;



h. Membantu peny:lesaian berbagar hambaian dan permasahalan yang dihadapi
penanam modal dalam menjalankarn kegiatan penanannan modal di daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lirrgkup
Pasal ,1

Ruarrg lingkup PISp meliputi :

a. Peiayanan semua jenis perrzinan penanaman rnoclal yang diperlukan untuk
merealisasikan kegiaran penanaman modal.

b. Pelayanan non perizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi , termasuk
rekomendasi Visa izin tinggal terbatas, pemlreiian fasrlitas fiskal dan non fiskal serta
pelayarran informasi.

c. Pelayanan pengaduan masyaraltat atas nambatan pelayanan pTSp di bidang
penanaman msdal,

d' Pelayanan kemudahan pelaksarraan ltrtgiatan penanaman modal ternasuk
memberikan bantuan atatt fasilitas pelayarran perizinan rJan non perizinan yang terkait
dengan pelaksanaan penanaman modal.

Bagian Keernpat
Persyaratan pelaksanaan pTSp

Pasar 5

(1) Untuk melaksattakan PTSP dibidarrg Penanaman Modal harus memenuhi standar
kualifiliasi sebagai hrerikut :

a. Persyaratan dasar;
b, Perr;yaratan'l'ambahart, dan
c. Keunggulan lain.

(Z) liaiar persyaratan dasar, persyaratarl ta:nbahan dan keunggulan lain, pelalsanaan
PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurufl-dan huruf c tercantum
dalam lampiran I Peraturan ini.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PTSP

Bagiar pertama
Jerris - Jenis Perizinan dan Non perizinarr

Pasal 6

(1) Jenis - Jenis perizinan melipr,ttr : .,

a. Pendaftaran penanaman modat;
b. lzin prinsip penanaman modal;
c. lzin prinsip perluasan penanantan rnodar;
d. lzin prinsip perubahan penarlamarr rnodai;
e. lzin usaha, l'-in usaha perluasan, lzin usaha penggabungan permohonan

penanaman modal (Merger) dan izir, usaha perubahan;
f. lzin - izin lainnya dalam rangka pelaksanaaripenananran modal.



(2) Jenis -.Jenis Non perizinan meliprrti :

a. Pemberian insentif daerah;
b. Layanan informasi dan pengaduan;
c. Non perizinan lainnya pemberiarr kemuclahan penanarnan modal.

Bagiarr Kedua
Permohcnan perizinar dan Non perizinan

Pasal 7

(1) tJntuk memperoleh perizinan dan non perizirran dibidang penaneman mo,lal oihak
.- Iang berkepentingan harus mengajul<arr permohonan tepaOd f<epaia BpMD;(2) Permohonan sebagairrtana dimaksud pada ayat (1) oapat oisamr[ir<ln secara manualatau elektronik melalui SplplSE.
(3) Permohonan sebagaimana dirnaksuo pada ayat e)

tentang :

a. Nama perusahaan.
b. Nanra Pemohr-rn.
c. Penyertaan modat.

harus memual keterangan

d- Alarnat : Nomrr Telepon, Faximile, E-mail, E-mailAcldress.
e. Akta Pendirian
f. Keterangan rencana oenanaman rnodal ;- Bidang usalra

- LOka5i proyok
- Produksi pertahun

(4) Permohonan sebagaimana dtmaksud. pada ayat (+) apabila telah memenuiri syaratsebagaimana dimalsuc, pada ayar (3) selr,mbat-tahnratny" Orr",n,,vaktu 14 (empat
- belas) hari Kepala Bacian Penanaman Modal Daerah dar,rat menerbitkan izn.(5) Penerbitan perizinan dan nr.rn perizinan terkait dengan Tata ruang, Linlltlrngan hidup,

Keamanran, Keselanlatan dan Kesehatan masyarJkat, jangka rJ[tuny" berped<.rrnanpada Kertentuan Peraturan Ferundang-Undangan yang berlaku dan dapat Or;.be,tatikan
dari batas rvaktu ,eebagaimana dirnakiu,: paoJavat (r i,

Pasal I
(1) Pelayanan perizirtan dan non perizinan sebagainrana dimaksud dalam pasal 7
_ !"nggunakan mekanisme Front onice (Fo), aactionice rgot.----(2) Front of fice (Fo) sebagaimana dimaksud pa'ra ayat (1) rneliputi :

a.Pendaftaran penanaman modal.
b. lzin prinsip.
c. lzin ur;aha.

(3) Back o'lfice (Bo) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nieliputi : penyusunan output

(4) Mekanisme Front Office (eO) da.n Baok Offic,e (BO) ggbagaimana dirnaksud pada ayat/2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran v, vl dan Vll pe"raturan inj.

(5) Petugas Front Office (FO) dan Back Office (BO) sebagainrarra dimaksud pada ayat (1)secara struktrtral oertarrggungjawaha kepada repita BpMD dan secara teknisoperasional bertanggungjawab kepada Kepala prsp BKplvi.



(1)

(2)

Pasal g

(1) Untuk memperoleh perizinan dan non perizinarr dikenakan biaya.
(2) Besarnya biaya penerbitan perizinan dan norr perizinan sebagaimana dimaksud cada

ayat (1), dihitung sesuai cengan tarif yang ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah
Provinsi.

BAB I\/
PELAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Bagian pertama
Pelayanan lni'ormasi

Pasal 10

Penanam modal {apat memperoleh pelayar,an informasi terkait p€rr?oorTrgn modalpada PTSP Badanpenanaman Modal 
'naeian.

Pelayanan informasi sebagaimana dirnaksud fada ayat (1) terdiri dari ;a' Layanan birnbingan pengisian forrrulir J"E;; can non perizinan yang terkaitpenanaman modal.
b. Layar,an konsultasi atas informasi, meliputi ;1. Peraturan perur,dane,r-undangan oioioang penanaman modal;2. Potensi dan peluang penanaman modai;-'3' Daftar bidang usalta tertutup, dan daftar bidang usaha yang terlcuka denganpersyaratan;

4' Jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dannon perizinan;

t rerta cara pencabutan perizinan dan norr perizinan;
9 Terta e.ara penyempaian raporan kegiat;'rn'p"n"n"ran modal;7. Terta cara ral'anan pengaduan peralar,.n ii"n"nrma' modal;8' Data referensi yflrrg digunakan oitam p"tryrnrn perizinan clan non p:rizinanp€rnahsrllan nroCul;
9' Derta perkembangan penanamarr motjal, kawasan irrdustri, harga ,rtilitas, upah,dan tanah;
10. lnlbrmasi perjanjian internasioner dibi,lang penanarnan rnodal.

Begiarr Kerua
Pelayenan Pongaduan Masyarekai

Pasal ii
Dalam hal penanarri modal, tidak puas atas pelaksanaan pTSp BPMD, nrakapenanarn modal dapat menyampaikan pengadrran kepada Kepala gFluo.
Pengaduan sebagaimana dimaksud.p"i" avat li) clisampaikan metalui layananpengaduiln (help d?it ) penanarnan modal y"ng iersioia padi'p-TSi' 

"
Pengadu,an dapar dirakukan merarui petugai r,c[et, terepon, faximire, dan saranaelektronilq lainnya, atau merarui kotak pengacuan yang tersedia di prsp.
Pengadu'an sebagaimana dimaksud partiayar tr f Jiiincatdanjuti oteh pejabat yangbenvenarrg.

(1)

(2)

(3)

(4)

i;

f



(3)

(4).

Dalan'; hal sudah tei.integrasi Cengan
dilakul<an secara otomasi (6n-line).
Bentuk laporan sebagaimana dimaksud
lampiran lll Peraturan ini,

SP|P|SE, laporan data penananran modal

pada ayat (2j sebagarmana tercantrrm dalam

,, KooRDr'rAsr FEfrffiLlllono*N PrsP
pasal 16

Badan Pertanaman Modal Daerah wajib melakukan kcordinasi dengan BKpM dan satuanKerja perangkat Dae:an Kabupaien/(;" y;il;;ilng"ni penanaman modar.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pa.sal 1T
(1) Perizinan dan non perizinan larrg telah diperoleh oari pemerintah Daerah sebelumberlakunya Peraturan ini, ainyitat<an teirip bertaku .mrp"i oengan berakhirnyaoerizinan dan non perizinan terseb.lt <Jan dapat oioJrpanlang sesuai c.ienganketentuan peraturan perundang_undangan
(2) Penanam modal yang sebetuirnya t"tL! memperoreh perizinan dan no,.r perizinansebagaimana dimaksud pada stor .(1), yang membutuhkan perizinan dan nonperizinan lebih lanjut, permohonannya clialul<an kepacla prsp BPMD.

KETENTiii 'i!*u,,,
Pasal 1B

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diurrdangkan.

lg".' setiap orang mengetahuinya, meme:intahkan peng:rndangan peraturan Gubernurini dengan penempatannya dalanr Berita Daeran-prJuinJi srrtawlsi renggara.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kendari

Di 9ndangkan di
Pada Tanggal

Kendari
75 -(o

25 -to - 2i1o

GUBETI.NUR S AWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM

2410
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWES|I TENGGARA,

H. ZAINAI, ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SUI.AWES! TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR : 2g
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9. Petnbatalan

C. Kinerja Penyeler,ggaraan Pelayanar: 'Ierpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman
Modal di Provinsi Sula'vesi Tenggara.

1. Hasil Penilaian Mandrr: Kualifikasi PTSP.
2. Rirrcian Perkernbangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP.
3. Keluhan, hambatrn dan kendala terhadap penyelenggaraarr PTSP.
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan S.PIPISE.

ll. Saran,.

GTIBERNUR

H. NUP ALAM

TENGGARA

Nl' Nama Perusahaa,r
Nomor &

Tanggal rzin
Pcmbatalan

Bidang Usaha lnvestasi

c. Pt
N,

)nanamafl Modal Dalam
lceri (Ro Juta)

i
")

4

5

d. Penanaman MoCal Asing
Negeri (US$,Ribu)

I
?.

3

4

5

,RAi: l{,$OFif)lNASl
P/.RAi



Lampiran Surat Nomor Tanggal

A. Perkembangan Roncana Penenaman Modal Dalam Negeri dan Penanarnan Modal Al;ing
Periode 1 Januari S/D 3 i Descmber Ta.ilrn (berdasarkan pendaftaran Penanaman \{odal
atau Izirr Prir:sip Penanaman Modal).

l. Berr:lasarkan Lokasi Proyek Penanaman Mooal Dalam llegeri Dirinci Per Kab./I(ota.

Penyerapan Tenaga

Indonesia :!!le-

-----1----

lrnttun-

2. Berdasarkan SeLtor Usaha Penanaman N{odal Dalam Negeri

Jrrmlah Nit'i It*est'si Penyerapan Tenaga
Sektor Proyek (Rp. Juta)

Indonesia
I. Sektor Primer

Tanaman Pangan
dan Perkebunan
Peternakarr
r"ttut"nan-
Perikanan

5 I PertambanEn
II. Sektor Sehuruer

lndustri Makan
lndustri Tekstii

--'Industri kertas dan

lakan
Industri kirn:a dan
farmasi
Industri karet dan

Iastik
Industri rriineral non

lndustri instrument
kedokteran, presisi,

;ik dan jam.

Nci Lokasi iKab./Kota

Industri barang dari
kulit dan alas kaki

Industri logam,
mesin dan
elektronika

1)

Indr.rstrr kendaraan

+



Sektor Tersier

Konstrursi
Perdagangan dan

Perumahan,

&g.lri""y.

3. Berdasarkan Nama Perusahaan penanaman Modal dalam Negeri

Nama Perusah:an Nomor dan Tanggal

6

Pendaftaran
Penanamarr Mcrlal

atau Izin Prinsip
Penanaman Modal

Realisasi
Investasi
(Rp. Juta)

Pcnyerapan Tenaga
Bida.ng

Usaha

4. Betdasarkarr Lokasi Proyek Penanarnan MoCal Asing DirinciPer Prcv:nsi atau Ikb./tr(ota

Transportasi,
gudang dan
komunikasi

kawasan indusiry

Jrrmlah Nitai In"estas
(Rp. Juta,l

Jumlah

Lokrsi lKrb./Kota Penyerapan Tenaga I Ket.



5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No.

n:
I

tl
-_-l3l
4l--:----
"l

VSe
_1:]
al
3l

I

-4.-l
:-

(;

-l

SeLlor

--Sektor l,riffi _
Tanamarr Pangan

-{es-Be*egg!es--Peternakan

Kehutenan
Prrik*ta" -

TeftamEngn --
:ktor Sekunder
Inciustr. Makan

lndusEra;m-
Industri barang dari
kulit dan alas kaki

@
Industri kertas dan
percetakan

Industri kimia dan
faryBqt--
Industri ka,et dan
plastik

Jumlah
Proyek

tI Industri mineral non
logam _
Industri logam,
mesin dan
elektronika

9

r0 Industri instrument
kedokuran, presrsi,

optik dan iam,
il Industri kendaraan

bermotor dan alat
transportasi

12. Industri Lainnva
VI. Sektor Tersier

Listrik, gas dan air
2 Konstnrksi
J Perdagangan dan

reparaSt
4 Hctel dan restoran 

1

fransportasi, I
gudang dan 

I

komunikasi 
I

Peru.ahatr" 
-kawasan industry 

l

dan pe.'kantoran 
I

5

6.

'7. Jasa lainnva

Nilai Investasi
(Rp. Juta)

Penyerapan Tenaga ; Kr:t,

+

rinnya 
I



6. Berdasarkan Nama Per.rsahaan Penanatnan Modal Asing'

Nama Perusahaan fNornor *an Tanggal
I Pendaftaran
I P.nunu*an }lodal
II atau i/n Prinsip

Bidang
Usaha

Realisasi
Investasi

ruS$. Ribu)

Penyerapan Tenaga
Ke4a

B.

Penanaman Irlodal

Jumllh

Perkembtingan Reaiisasi Penanaman

Periode t Januari S/D 3l Desember

Kegiatan Penanaman ModaVLKPM).

l. Berdlsarkan Lokasi Proyek Penananan Modai Dalam Negeri Dirinci Per Kab./Koia'

2. Berdasarkan Sektor Usaha Per.anaman Modal l)alam Negeri

Penyerapan Tenaga
Keria

Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing

Tahun. .(Berdasarkan Izin Usaha atau Laporin

Lokasi (Kab./Kota Nilailnvestasi I Penyerapan'fenaga

IunJah

Junrlah
Proyek

Nilai Investasi
(Rp. Juta)Scktor

Vn. Sektor Primer
I I Tanaman Pangan

dan Perkebunan

VIU. Sektor Sekunder

Industri Makan
Ind.istri Tekstil
Industri b'arang dari
kulit dan alas kaki

lndustri kertas dan



6. Berdasarkan Nama perusahaan pcnanaman Modal Asing

No. 
I 

Nama lerusanaan 
fXomor d* T"gg"l

Izin Ltsaha atau
LKPM

Jumlan

7. Penggabungan perusahaan

Nama Perusahaan
Nomcr &

Tanggal izin
Penggabungan

Bidang
Usaha

Realisasi
Investasi

(US$ Ribu)

Elidang Usaha

a. Penanaman Modal Dalam

b. fenanarnan lvrr,dal Asing

8. Pencabutan

__--
I

No I Nama perusahaan
I

8s-&!el

Penverapan Tenaga

Nomt,r Er

Tanggal izin
Pencahutan

b. Penanaman tvtoOai esing
Negeri (US$.Ribu\



5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asrng

Sektor
l"tnun I
Proyek 

I

Nilai In'.,estasi
(Rp, Juta)

Penyerapan Te.taga Ket.
Keria

X. Sektor Prirner
Tanaman Pangan
dan Perkel,ruran

-S I PenamUa"g"
XI. Sektor S.kunder

Industri Makan
Industri Tekstil
Industri barang dari
kulit dan alas kaki

Industr; kertas dan

lndustri ki,nia dan
larmasi
Industri karet dan

Industri logam,
mesin dan
elektronika

:lII. Sektor Tersier
1 I Listrik- sas dan air

Perdagangan dan

Hotel dan restoran
Transportasi,
gudang dan
konrrnikasi
Perumahan,
kawasan ir.dustry
dan perkantoran

Industri kendaraan
bermotor dan alat

Industri Lcinnya

lasa lai
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ffi
f

I

LA}TPIRAN II

N0rnor
Sitat
Lampiran
I'erihal

Tenrbusan :

l. Menteri Dalam Negeri

2. Bupati / Walikota se -
3. Arsip

: PERATURAN GUBERNIJR SIILA\VESI TENGGARANoMoR 
' 28

TANGGAT- :2S-t0 20(C

F'ORMAT LAPORAN TAHIINAN

Segera
I (Satu) Berkas
Laporan Tahunan Penyel enggaraan
P'ISru1Braa ng Penanrm il,

Kendari,

K.epada
Yth. Kepala Ba,Jan Koordinasi

Penanaan Modal.
di-

Jflk;arta

H.

itLl

t^l1
i3
IJ

Bersama ini d?r.gxn hornat kami sampaikan laporan tahunan

penyelenggaraan PTSP ri bidang penanaman mrrdal Provinsi Sulawesi Tenggara

Tahun ... .....sebagairrana terlanrpir.

Dernrkian kami laporl<an, a.tas perhatian dan perkcnan Bapak, kami

menyempaikan terima krsi n.

F;r rt,r\ i: F( ccRDlNASt UBERNUR TENGGARA

/
NUR ALAM

cli Jakarta,

Sultra
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